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								    				    A.Pendahuluan Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosi sosial al di Indo Indone nesi siaa dan dan nega negarara-ne nega gara ra Asia Asia lain lainny nyaa sepe seperti rti Jepa Jepang ng,, Indi India, a, dan dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena   peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran ini tidak tidak tertuli tertuliss dan tumbuh tumbuh kemban kembang, g, maka maka hukum hukum adat adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Kebe Kebera rada daan an huku hukum m adat adat tida tidak k pern pernah ah akan akan mund mundur ur atau atau terg terges eser er dari dari  percaturan politik dalam membangun hukum nasional, hal terlihat dari terwujudnya kedala kedalam m hukum hukum nasion nasional al yaitu yaitu dengan dengan mengan mengangka gkatt hukum hukum rakyat rakyat/hu /hukum kum adat adat menjadi hukum nasional terlihat pada naskah sumpah pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional memenuhi panggilan zaman zaman untuk untuk menjad menjadii dasar-d dasar-dasar asar utama utama pemban pembangun gunan an hukum hukum nasion nasional. al.,, dimana dimana menguk mengukuhk uhkan an hukum hukum adat adat akan akan berart berartii menguk mengukuhi uhi plural pluralism ismee hukum hukum dan tidak  tidak    berpi berpihak hak kepada kepada hukum hukum nasion nasional al yang yang diunif diunifika ikasik sikan an (dalam (dalam wujud wujud kodifik kodifikasi asi), ), terlihat terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang neniliki perasaan keadilan masyarakat local yang  pluralistis. Dimana Dimana hukum hukum koloni kolonial al yang yang berten bertentan tangan gan dengan dengan hukum hukum adat adat adalah adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional, dimana badan kehakiman diidealkan menjadi hakim yang bebas serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adalah harapan sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum lewat mengar mengartik tikula ulasian sian hukum hukum dan moral moral rakyat rakyat,, telah telah melaku melakukan kan konsol konsolida idasi si dengan dengan dukungan politik militer dan topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitik  sert sertaa muda mudah h diko dikont ntro roll seca secara ra sentr entral al,, meng mengin inga gatt pera peran n huku hukum m adat adat dala dalam m  pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu  besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan  pengefektifan terhadap faham hokum sebagai perekayasa ditangan Pemerintah yang lebih efektif. Resultante pada era Orde Baru telah terlanjur terjadi karena kekuatan dan kekuasaan riil eksekutif dihadapan badan-badan perwakilan telah menjadi tradisi
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 di Indonesia sejak jaman kolonial dan pada masa sebelumnya dan juga adanya alasanalasan lainnya.



B. Permasalahan Permasalahan 1.



Pengertian Hukum Perorangan?



2.



Siapa Sajakah Subjek Hukum Perorangan?



C.Pembahasan 1.



Pengertian Hukum Perorangan Hukum Hukum adalah adalah ilmu ilmu yang yang sangat sangat menari menarik, k, namun namun pada pada pelaks pelaksana anaann annya ya



sering di jumpai kejanggalan,dan perbedaan dalam penafsiran, di indonesia begitu  banyak  banyak peraturan/un peraturan/undang-u dang-undang ndang yang diciptakan. diciptakan. Hukum Nasional Sebagai Sebagai Hasil Pengembangan Hukum Adat, dimana Hukum adat tidak pernah mundur atau tergeser  dari percaturan politik dalam membangun hukum nasional, adalah untuk terwujudnya hukum nasional dengan mengangkat hukum rakyat yaitu hukum adat menjadi hukum nasional terlihat pada naskah sumpah pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. 1 Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat, yang memberikan batasan –   batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dalam masyarakat tertentu, terutama hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas hukum privat. 2 Hukum Hukum Perora Peroranga ngan, n, adalah adalah keselu keseluruh ruhan an kaedah kaedah hukum hukum yang yang mengat mengatur  ur  kedudu kedudukan kan manusi manusiaa sebaga sebagaii subjek subjek hukum hukum dan wewena wewenang ng untuk untuk memper memperole oleh, h, memiliki, memiliki, dan mempergunakan mempergunakan hak – hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya, juga hal – hal yang yang memp mempen enga garu ruhi hi kedu kedudu duka kan n subj subjek ek huku hukum. m. Dala Dalam m artia artian n semp sempit it hoku hokum m  perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai
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Soepomo, Bab – Bab Tentang Hokum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm : 45
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Prof.Subekti,SH, "Pokok-pokok Hukum Perdata" PT. Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm : 25
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 subjek hokum. Dan dalam artian yang luas Hukum orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. keluarga .3



2.



Subjek Hukum Perorangan Subjek Subjek hukum hukum adalah setiap pendukung pendukung hak dan kewajiban kewajiban yaitu : manusia manusia



(Natuurlijk persoon) dan badan huum(rechts persoon). A. Manusia (Natuurlijk Persoon). Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian : 1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh,kepala, tangan, kaki dan sebagainya. 2. Pers ersoon,



yaitu



manu anusia



dala alam



pengerti rtian



yuridis,baik aik



sebagi



individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat. 3. Rehts Rehts Subje Subject ct (Subje (Subjek k Hukum Hukum).y ).yaitu aitu manusi manusiaa dalam dalam hubung hubungan an dengan dengan hubungan hukum (rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada Pada azasn azasnya ya manu manusi siaa (nat (natur urli lijk jk pers persoo oon) n) meru merupa paka kan n subj subjek ek huku hukum m (pendukung hak dan kewajiban ) sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat dihitung surut, apabila memang untuk kepentingannya, dimulai ketika orang tersebut masih   ber berad adaa di dala dalam m kand kandun unga gan n ibun ibunya ya..



(Teo (Teori ri Fiks Fiksii Huku Hukum). m). Bahk Bahkan an pasa pasall 2



KUH.Perdata mengatakan :



“ Anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan (menj (m enjadi adi subjek subjek hukum) hukum) bila bila mana mana kepent kepentin ingan gan siana sianakk menghe menghenda ndaki kinya nya misal  misal  mengenai pewarisan dan jika sianak mati sewaktu dilahirkan dilahirkan dianggap sebagai tidak   pernah ada.” B. Badan Hukum (Recht Person). Badan Hukum adalah subjek hukum yang bukan manuia yang mempunyai wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya. Seba Sebaga gaii subj subjek ek huku hukum m yang yang buka bukan n manu manusi siaa tent tentu u Bada Badan n Huku Hukum m memp mempun unya yaii   perb perbed edaa aaan an deng dengan an Subj Subjek ek huku hukum m manu manusi siaa teru teruta tama ma dala dalam m lapa lapang ngan an Huku Hukum m Kekelu Kekeluarg argaan aan sepert sepertii kawin, kawin,ber berana anak,m k,memp empuny unyai ai kekuas kekuasaan aan sebaga sebagaii suami suami atau atau orangtua dan sebagainya.
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B. Ter Haar, Asas  – Asas dan Susunan Hokum Adat , Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 46
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 PEMBAGIAN BADAN HUKUM. Dalam Dalam pergau pergaulan lan hukum hukum terdapa terdapatt bermac bermacam-m am-macam acam bentuk bentuk dari dari Badan Badan Hukum : 1. Perhimpuna Perhimpunan n (vereniging (verenigingen) en) yaitu yang dibentuk dibentuk dengan dengan sengaja sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka,memelihara kebudayaan, mengurus soal-sosial dsb. Badan hukum semacam ini dapat berupa Perseroan Terbatas/PT.dsb. 2. Persekutuan Orang (gemeenschap van mensen) yaitu yang dibentuk karena   per perk kemb embang angan



fak faktortor-fa fak ktor tor



sosia osiall



dan



polit olitik ik



dalam alam



seja sejara rah h,mis ,misal alny nyaa



negara,propinsi,kabupaten/kota maya dsb. 3. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang misalnya koperasi. 4. Yayasan. Dari pembagian bentuk-bentuk Badan Hukum diatas maka Badan Hukum dapat digolongkan dalam 2 golongan : 1. Corporasi.( no. 1,2,dan 3 diatas) 2. Yayasan. (no. 4) Coorporasi adalah kumpulan manusia yang mempunyai organisasi tertentu dan mempunyai tujuan tertentu yang bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai satu kesatuan. Corporasi adalah Badan Hukum yang mempunyai anggota tapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Yayasan adalah tiap kekayaan (vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan yang diberi tujuan tertentu. Yayasan adalah Badan Hukum yang yang tidak tidak mempun mempunyai yai anggot anggota. a. Dalam Dalam pergau pergaulan lan hukum hukum yayasan yayasan itu bertin bertindak  dak  sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, yang dilaksanakan oleh pengurus (bestuur) nya untuk menyelenggarakan tujuannya. Misalnya : Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah Medan. Yang merupakan perbedaan antara Yaysan dengan Corporasi adalah Yayasan menjadi Badan Hukum dengan tiada beranggota sedangkan Corporasi mempunyai anggot anggota. a. Persam Persamaan aanya ya adalah adalah sama-s sama-sama ama mempun mempunyai yai pengur pengurus us yang yang mengur mengurus us kekayaan dan menyelenggarakan tujuannya. Berdas Berdasark arkan an pembag pembagian ian hukum hukum dalam dalam Hukum Hukum Publik Publik dan Hukum Hukum privat privat maka badan hukum dapat dibagi atas :
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 Badan Hukum Publik yang mana pendiriannya didasarkan atau diatur oleh Hukum Publik. Misalnya : - negara - propinsi,kabupaten/kota madya,dsb. Badan Badan Hukum Hukum Privat Privat,, yang yang mana mana pendir pendirian ian dan susuna susunanny nnyaa diatur diatur oleh oleh Hukum Privat. Misalnya : - Perseroan Terbatas /PT, - Cv,dsb



3. Kesimpulan Hukum Hukum Perora Peroranga ngan, n, adalah adalah keselu keseluruh ruhan an kaedah kaedah hukum hukum yang yang mengat mengatur  ur  kedudu kedudukan kan manusi manusiaa sebaga sebagaii subjek subjek hukum hukum dan wewena wewenang ng untuk untuk memper memperole oleh, h, memiliki, memiliki, dan mempergunakan mempergunakan hak – hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya, juga hal – hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hokum Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (Natuurlijk persoon) dan badan huum(rechts persoon). A. Manusia (Natuurlijk Persoon). Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian : 1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh,kepala, tangan, kaki dan sebagainya. 2. Pers ersoon,



yaitu



manu anusia



dala alam



pengerti rtian



yuridis,baik aik



sebagi



individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat. 3. Rehts Rehts Subje Subject ct (Subje (Subjek k Hukum Hukum).y ).yaitu aitu manusi manusiaa dalam dalam hubung hubungan an dengan dengan hubungan hukum (rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. PEMBAGIAN BADAN HUKUM. 1. Perhimpuna Perhimpunan n (vereniging (verenigingen) en) yaitu yang dibentuk dibentuk dengan dengan sengaja sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka,memelihara kebudayaan, mengurus soal-sosial dsb. Badan hukum semacam ini dapat berupa Perseroan Terbatas/PT.dsb. 2. Persekutuan Orang (gemeenschap van mensen) yaitu yang dibentuk karena   per perk kemb embang angan



fak faktortor-fa fak ktor tor



sosia osiall



negara,propinsi,kabupaten/kota maya dsb.
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dan



polit olitik ik



dalam alam



seja sejara rah h,mis ,misal alny nyaa



 3. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang misalnya koperasi. 4. Yayasan.



4. Penutup Demikian makalah yang dapat kami sampaiakan kurang lebihnya mohon di maafka maafkan, n, kritik kritik dan saran saran yang yang memban membangun gun sangat sangat kami kami harapk harapkan, an, jika jika ada kesalahan mohon di ingatkan dan dibenarkan, sebagai perbaikan kami ke depan. Semoga apa yang tertera disini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita semua dalam kompeterensi terkait.
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